UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesialabhd@megara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Reputdignésia Tahun
1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, Kederti dan
perlindungan hukum yang berintikan keadilan darekeban;

b. bahwa tindak pidana terutama yang bersifat ti@sienal atau lintas negara
mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suaaraelengan negara
lain yang memerlukan penanganan melalui hubungak berdasarkan
hukum di masing-masing negara;

c. bahwa penanganan tindak pidana transnasioaals dilakukan dengan
bekerja sama antarnegara dalam bentuk bantuanl tialla dalam masalah
pidana, yang sampai saat ini belum ada landasamimya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slichakalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Undang-Undegang Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan P&sdh2lang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN TIMBA BALIK DALAM
MASALAH PIDANA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keterangan adalah informasi yang diberikan secsaia ban/atau tertulis.

2. Pernyataan adalah keterangan yang diberikan oleti, s#hli, terdakwa
yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau direkarara elektronik
seperti rekaman, kaset, video, atau bentuk lairy ygapat dipersamakan
dengan itu tentang apa yang diketahui, dilihat,enghr, atau dialami
sendiri.
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3. Dokumen adalah alat bukti berupa data, rekaratay informasi yang
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang tddg&luarkan dengan
atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertliaatgs kertas, benda
fisik apa pun selain kertas, atau yang terekamraeslaktronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, desain, foto, atau sejenisnya;
C. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yanmitilé@ makna atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau

memahaminya.

4. Surat adalah segala dokumen resmi yang dikelonaoleh pejabat yang
berwenang di Indonesia atau di negara asing.

5. Perampasan adalah upaya paksa pengambilalitkaatés kekayaan atau
keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin teipéroleh oleh orang
dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkangan pengadilan di
Indonesia atau negara asing.

6. Pemblokiran adalah pembekuan sementara hartaay&ak untuk
kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemernksah sidang
pengadilan dengan tujuan untuk mencegah dialihkatau a
dipindahtangankan agar orang tertentu atau senaraydidak berurusan
dengan harta kekayaan yang telah diperoleh, ataugkmutelah diperoleh
dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

7. Hasil tindak pidana adalah setiap harta kekayaargy diperoleh secara
langsung maupun tidak langsung dari suatu tindalana, termasuk
kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, atiubatau
digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan ataeraleh langsung
dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatadaimatau keuntungan
ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersatari waktu ke
waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut.

8. Pejabat adalah orang yang diperintahkan ataumngorgang karena
jabatannya memiliki kewenangan untuk melaksanakatakan-tindakan
yang terkait dengan bantuan timbal balik.

9. Kapolri adalah Kepala Kepolisian Negara Repulnidonesia.

10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawdddéng hukum dan hak
asasi manusia.

11. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggundjtevinggi kejaksaan
yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang
kejaksaan.

Pasal 2
Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukuegi Pemerintah
Republik Indonesia dalam meminta dan/atau membeifientuan timbal balik
dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuahjpanj bantuan timbal
balik dalam masalah pidana dengan negara asing.

Pasal 3



(1)

(2)

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yasenjutnya disebut
Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaagademenyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilssuasedengan
ketentuan peraturan perundang-undangan Negara @imin

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapgiehe

a. mengidentifikasi dan mencari orang;

b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;

c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya,;

d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikandeegan atau

membantu penyidikan;

menyampaikan surat;

melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan

perampasan hasil tindak pidana;

memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sepabudengan

tindak pidana;

melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yauatd

dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperukantuk

memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungeyand¢indak
pidana;

- mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yaoggkm
diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikemak
sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau

k.  Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Q™o

Pasal 4

Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak memberikeewenang untuk
mengadakan:

a.
b.

c.
d.

(1)
(2)

ekstradisi atau penyerahan orang;

penangkapan atau penahanan dengan maksud untukadekstatau
penyerahan orang;

pengalihan narapidana; atau

pengalihan perkara.

Pasal 5
Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu pemanjia
Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksuth ayat (1)
maka Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungén bardasarkan
prinsip resiprositas.

Pasal 6

Permintaan Bantuan ditolak jika:
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permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidg@nuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanabadip orang atas

tindak pidana yang dianggap sebagai:

1. tindak pidana politik, kecuali pembunuhatau percobaan
pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pementznorisme;
atau

2. tindak pidana berdasarkan hukum militer;

permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidg@nuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orasgtiatdak pidana yang

pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atauhtelelesai menjalani
pemidanaan;

permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidg@nuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanabad@Ep orang atas

tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia kidapat dituntut;
permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut ataugendih orang karena
alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaw#an, pandangan
politik;

persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan &artersebut akan

merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, damhuoasional,

negara asing tidak dapat memberikan jaminan balalvgamg dimintakan

Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkang gianintakan; atau

negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengj@anbbarang bukti

yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.

Pasal 7

Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:

a.

permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidg@nuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanabad@Ep orang atas
tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah dndsia, bukan
merupakan tindak pidana;

permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidg@nuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanabadi@ orang atas
tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilaydhdonesia, bukan
merupakan tindak pidana;

permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidig@nuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanahadi@ orang atas
tindak pidana yang terhadap orang tersebut diardszmgan pidana mati;
atau

persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan &artersebut akan
merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pessaik di sidang
pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatamg,0 atau
membebani kekayaan negara.

Pasal 8
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Sebelum menolak pemberian Bantuan, Menteri haruspedimbangkan
persetujuan pemberian Bantuan dengan tata cara sstaat khusus yang
dikehendaki untuk dipenuhi.

BAB I

PERMINTAAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

(1)
(2)
)

Bagian Kesatu
Pengajuan Permintaan Bantuan

Pasal 9

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepagara asing secara
langsung atau melalui saluran diplomatik.

Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada Bydiajukan oleh
Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri atksalAgung.

Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonantiam kepada Menteri
selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajusieh Ketua Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Permintaan

Pasal 10

Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:

a.
b.

identitas dari institusi yang meminta;

pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penanf@tau pemeriksaan
di sidang pengadilan yang berhubungan dengan peraniriersebut, serta
nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikagnuntutan, dan
proses peradilan;

ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecualinp@taan Bantuan yang
berkaitan dengan dokumen yuridis;

ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasaladaaman pidananya;
uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian geeai prosedur
khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;

tujuan dari Bantuan yang diminta; dan

syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diani

Bagian Ketiga
Bantuan untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang

Pasal 11

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepegimra asing untuk
mencari atau mengidentifikasi orang yang diyakardola di negara asing yang:
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3)
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diduga atau patut diduga mempunyai hubunganatiesgatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilbnddnesia; atau
dapat memberikan pernyataan atau Bantuan ldamdsuatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bagian Keempat
Bantuan untuk Mendapatkan Alat Bukti

Pasal 12

Apabila diyakini terdapat alat bukti yang terkagindan suatu penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadildnddnesia, Menteri

dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negsirg aintuk

mengupayakan:

a. pengambilan pernyataan di negara asir~: ~*~

b. penyerahan dokumen atau alat bukti | permintaan . . . 4
asing.

Pernyataan yang diterima dari negara asing beitdasapermintaan

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humépat diterima

sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penanfutan pemeriksaan di

sidang pengadilan yang terkait dengan permintaaeliat sepanjang telah

diakui dan/atau ditandatangani oleh orang yang atekgn dan pejabat

yang mengambil pernyataan tersebut.

Dokumen atau alat bukti lainnya dari negara asergldsarkan permintaan

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurdépat diterima

sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penantutan pemeriksaan di

sidang pengadilan yang terkait dengan permintaantuaa.

Pasal 13

Dalam hal pengajuan permintaan Bantuan sebagaidiareksud dalam Pasal

10,

Menteri dapat meminta orang yang memberikannya¢aan atau

menunjukkan dokumen atau alat bukti lain yang terdangan permintaan
Bantuan tersebut untuk diperiksa atau diperiksangil melalui pertemuan
langsung atau dengan bantuan telekonferensi ayamgan langsung melalui
sarana komunikasi atau sarana elektronik lainnyla delam tahap penyidikan,
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadsiagach:

a.
b.

penyidik, penuntut umum, atau hakim; atau
tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya.

Bagian Kelima
Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran
Orang di Indonesia

Pasal 14
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(1) Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepadara asing untuk
mengupayakan kehadiran orang di Indonesia untuk begkan
keterangan, dokumen, alat bukti lainnya, atau meikdoe Bantuan lain
dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaardengi pengadilan.

(2) Dalam hal orang yang diminta kehadirannya sebagandimaksud pada
ayat (1) bersedia untuk memberikan kesaksian ddakoiean perjalanan
ke Indonesia, Menteri dapat mengadakan pengatwagath negara asing
tersebut untuk:

a. membawa orang tersebut ke Indonesia;
b. mengembalikan orang tersebut ke negara asiag; at
c. hal terkait lainnya.

Pasal 15

(1) Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya beistéahanan dan
bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikark&i@sa dan negara
asing meminta orang tersebut ditempatkan dalam n&haMenteri
berkoordinasi dengan instansi yang meminta agamgoréersebut
ditempatkan dalam tahanan.

(2) Penempatan dalam tahanan sebagaimana dimaksudyzdada) dilakukan
terhadap orang tersebut selama ia berada di Indorgen selama
perjalanan dari atau ke Indonesia.

(3) Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstahanan, Menteri
dapat mengadakan pengaturan dengan otoritas yangrmeng di negara
asing tersebut untuk keperluan:

a. membawa orang tersebut ke Indonesia,

b. melakukan penahanan orang tersebut selama ber&ddodesia;
c. mengembalikan orang tersebut ke negara asingbtdrsikan

d. hal terkait lainnya.

Pasal 16

Setiap orang yang tidak bersedia memenuhi pernmnBeatuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tidak dakemnali sanksi berdasarkan
hukum Indonesia.

Pasal 17

(1) Setiap orang yang berada di Indonesia atas permmintBantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasabdsikdn kekebalan
hukum dan hak istimewa.

(2) Kekebalan hukum dan hak istimewa sebagaimana dirdgbada ayat (1)
adalah terlindunginya hak orang tersebut untuktida
a. ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkakum Indonesia

untuk setiap tindak pidana yang diduga telah dikakuatau yang
dilakukan orang tersebut sebelum keberangkatanmaya reegara
asing untuk memenuhi permintaan tersebut;
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b. digugat pada setiap perkara perdata di Indonegiuaiten dengan
perbuatan atau kelalaian yang telah terjadi sebddaberangkatan
orang tersebut dari negara asing untuk memenuhmip&ran
tersebut;

c. diharuskan untuk memberikan keterangan atau Bantammya
berkaitan dengan setiap masalah hukum di Indorsetsén masalah
pidana yang terkait dengan permintaan tersebut;

d. diharuskan dalam proses penyidikan, penuntutam, @eaeriksaan
di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaesebut untuk
memberikan jawaban yang menurut hukum negaranyak tid
diperbolehkan dijawab; atau

e. diharuskan menyerahkan dokumen atau apa pun yasrgurot
hukum negaranya tidak memberikan kewenangan untuk
menyerahkannya.

(3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayga(@inan kekebalan
hukum berdasarkan hukum negara asing diakui kehbenga dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan, kecuali dapaiktikan sebaliknya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tieldddku apabila:

a. orang tersebut telah meninggalkan Indonesia daruéiem kembali
tetapi tidak berdasarkan pada permintaan Bantuag gama atau
permintaan lain; atau

b. orang tersebut telah diberikan kesempatan untukinggalkan
Indonesia tetapi tetap berada di Indonesia untysetkgan selain
dari:

1. keperluan yang terkait dengan permintaan Bentiersebut;
atau

2. memberikan kesaksian atau Bantuan secara saldakim suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangaudilan di
Indonesia berdasarkan keputusan Menteri.

Pasal 18

Dalam hal orang yang berada di Indonesia atas p&an Bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal hbeamkan keterangan
dalam pemeriksaan perkara tindak pidana:

a. Yyang terkait dengan permintaan Bantuan tersebutpsmeriksaan perkara
tindak pidana sebagai tindak lanjut dari penyidikamg terkait dengan
permintaan Bantuan tersebut; atau

b. yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketenResal 17 ayat (4)
huruf b angka 2 berkaitan dengan orang tersebut;

maka keterangan tersebut tidak dapat diajut b.yang ... M

pemeriksaan perkara tindak pidana lainnya te o tas

perbuatan yang dilakukannya yang diduga melanggjeurh Indonesia, kecuali
pemeriksaan dugaan tindak pidana pemberian ketmapglsu atau sumpah
palsu berkaitan dengan pemberian pernyataan tersebu
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Bagian Keenam
Bantuan untuk Permintaan Dikeluarkannya
Surat Perintah Di Negara Asing
dalam Mendapatkan Alat Bukti

Pasal 19

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepemigmra asing untuk
mengeluarkan surat perintah:

pemblokiran;

penggeledahan;

penyitaan; atau

lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuaatypean perundang-
undangan yang terkait dengan pemeriksaan perkadakti pidana di
Indonesia.

apop

Pasal 20

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepegimra asing untuk
mendapatkan alat bukti yang berada di negara asamgebut melalui
penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimakisun Basal 19.

Bagian Ketujuh
Bantuan untuk Penyampaian Surat

Pasal 21

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepbatmra Diminta untuk
menyampaikan surat yang berkaitan dengan proseyelpsaian suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangadilan kepada orang
tertentu atau pejabat tertentu di Negara Diminta.

Bagian Kedelapan
Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan

Pasal 22

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempekelaiatan hukum tetap,
Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada&iMentuk mengajukan
permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk mdeklanjuti putusan
pengadilan yang bersangkutan di Negara Dimintaberts

Pasal 23



- 10 -

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Rasalapat berupa
perampasan terhadap barang sitaan, pidana derala, pgimbayaran uang
pengganti.

Bagian Kesembilan
Pembatasan Penggunaan Pernyataan,
Dokumen, dan Alat Bukti

Pasal 24

Setiap pernyataan, dokumen, dan alat bukti yangroligh atau diberikan atas
permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12asdemman Pasal 14, dan
Pasal 18 hanya dapat dipergunakan oleh pejabanhdsdo untuk keperluan
suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dingi pengadilan yang
terkait dengan permintaan Bantuan tersebut. dipergunakan . .

Pasal 25

Pembatasan penggunaan pernyataan, dokumen, darbukiatsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikecualikan apabila:

a. Negara Diminta yang menerima permintaan Bantussebert menyetujui
penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat buksbigrsintuk keperluan
lain; dan

b. orang yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 1fetugun penggunaan
pernyataan, dokumen, dan alat bukti tersebut ukegpleriuan lain.

Bagian Kesepuluh
Transit

Pasal 26

Jika orang yang berada dalam penahanan negara akeny melakukan
perjalanan dari negara asing ke Indonesia dan #&lmsit di negara asing
lainnya, Menteri memberitahukan dan mengajukan pkonan untuk
pengaturan penahanannya selama masa transit dareegag lain tersebut.

BAB Il
PERMINTAAN KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu
Pengajuan Permintaan Bantuan

Pasal 27
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(1) Setiap negara asing dapat mengajukan permintaartu@dankepada
Pemerintah Republik Indonesia.

(2) Negara asing dapat mengajukan permintaan BantuamaskEngsung atau
dapat memilih melalui saluran diplomatik.

Pasal 28

(1) Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:

a. maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai &anyang
diminta;

b. instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidg@nmuntutan,
atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terki@ihgan
permintaan tersebut;

c. uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkd@atentuan
undang-undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya;

d. uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang dedeglsebagai
tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuartuk
melaksanakan penyampaian surat;

e. putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjdbasave putusan
tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetapandahal
permintaan Bantuan untuk menindaklanjuti putusargadilan;

f. rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khugang
dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apaklat bukti
yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawampah atau
janji;

g. Jjika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan deamalasuk itu; dan

h. batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakamimpi@an
tersebut.

(2) Pengajuan permintaan Bantuan, sejauh garldikan dan dimungkinkan
harus juga memuat:
a. identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orgagg dinilai
sanggup memberikan keterangan atau pernyataanemag dengan
suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaamdngipengadilan;

b. uraian . ..

b. uraian mengenai keterangan atau pernyataan yangntadirantuk
didapatkan;

C. uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnyay yiminta untuk
diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yantpidganggup
memberikan bukti tersebut; dan

d. informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yangjantie
kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kiglamnya di
negara asing tersebut.
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(3) Menteri dapat meminta informasi tambahaa jikformasi yang terdapat
dalam suatu pengajuan permintaan Bantuan dinitikticukup untuk
menyetujui pemberian Bantuan.

(4) Pengajuan permintaan Bantuan, informasi, ktanunikasi lainnya yang
dibuat berdasarkan Undang-Undang ini dapat dibalaind bahasa Negara
Peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat tehj@nmya dalam bahasa
Indonesia.

Pasal 29

(1) Dalam hal permintaan Bantuan telah memenutsypeatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, Menteri meneruskan keldadalri atau Jaksa
Agung untuk ditindaklanjuti.

(2) Menteri melakukan koordinasi dengan instaesidit sebelum permintaan
tersebut dipenuhi.

Pasal 30

Dalam hal permintaan Bantuan dari Negara Pemint@la®i Menteri
memberitahukan dasar penolakan tersebut kepadaap®&agara Peminta.

Bagian Kedua
Bantuan Untuk Mencari atau
Mengindentifikasi Orang

Pasal 31

(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Barkepada Menteri
untuk mencari atau mengidentifikasi orang yang klijia berada di
Indonesia.

(2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayati (samping
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksam &asal 28, harus
memuat pula keterangan bahwa:

a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidpe@nuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan di NegararRa&rsebut;

b. orang yang terkait dengan permintaan Bantuan tersiiuga atau
patut diduga berhubungan dengan suatu tindak pidaaa dapat
memberikan Pernyataan atau Bantuan lainnya dalaratu su
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidengaudilan; dan

c. orang tersebut diduga berada di Indonesia.

(3) Apabila permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pgdt (1) telah
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayddr{zjalam Pasal 28,
Menteri meminta Kapolri untuk melaksanakan, mentakukan, serta
menyerahkan hasilnya kepada Menteri.
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Menteri memberitahukan kepada Negara Peminta hasldksanaan
permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud padalgyat (

Bagian Ketiga
Bantuan untuk Mendapatkan Pernyataan,
Dokumen, dan Alat Bukti Lainnya
Secara Sukarela

Pasal 32

Negara Peminta dapat mengajukan permintaanuBankepada Menteri

untuk:

a. mengambil pernyataan seseorang di Indonesia; atau

b. menyerahkan dokumen atau alat bukti lainnya yantpadae di
Indonesia.

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksuaind&asal 28, dalam

permintaan Bantuan tersebut harus juga memuat:

a. uraian bahwa permintaan Bantuan berkaitan dengaatu su
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidaemgadilan di
Negara Peminta dan statusnya sebagai tersangkaadisit

b. hal-hal yang akan ditanyakan dalam bentuk daftatapgaan;
dan/atau

c. uraian pernyataan dapat diambil di Indonesia atdumhien atau alat
bukti lain yang diminta berada di Indonesia.

Dalam hal permintaan Bantuan telah memenulsypeatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri meminta Kapolniataksa Agung sesuai

dengan tahap pemeriksaan perkara di Negara Pemuriauk
menindaklanjuti.

Dalam hal Kapolri atau Jaksa Agung telah melakkan hal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Kapolri atau Jaksa Agungysrahkan hasilnya

kepada Menteri.

Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuagale ketentuan pada ayat

(2), dan Negara Peminta meminta salinan dokumeegalisasi maka

Menteri meminta pejabat yang berwenang di lingkanga untuk

melegalisasi dan menyerahkannya kembali kepadadvient

Pasal 33

Orang vyang terkait dengan proses penyidikan, petamt dan

pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Pertiodl dapat dipaksa
untuk memberikan pernyataan di Indonesia.

Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebaga dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dapat dipaksa untrkimerikan pernyataan,
menyerahkan dokumen, atau alat bukti lainnya dadaatu penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilaNegjara Peminta
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tersebut jika hukum Indonesia melarang orang yatgna kedudukan dan

jabatan yang sama dengan orang tersebut melakak&ersebut.

Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayatafi)ayat (2)

mempunyai hak untuk tidak:

a. ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkaukum Negara
Peminta untuk setiap tindak pidana yang didugdtdilmkukan atau
yang dilakukan sebelum keberangkatannya dari Irsianantuk
memenuhi permintaan tersebut;

b. digugat pada setiap perkara perdata Negara Pebd@ritaitan dengan
perbuatan atau kelalaian yang telah terjadi sebéleberangkatan
orang tersebut dari Indonesia untuk memenuhi peaamtersebut;

c. diharuskan untuk memberikan keterangan atau Bantammya
berkaitan dengan setiap masalah hukum di Indorsetsn masalah
pidana yang terkait dengan permintaan tersebut; ata

d. diharuskan, dalam proses penyidikan, penuntutam, pémeriksaan
di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaesebut untuk
memberikan jawaban yang menurut hukum negaranyak tid
diperbolehkan dijawab.

Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada (2yasurat keterangan
kekebalan hukum yang disahkan berdasarkan hukumarBbleBeminta
diakui sebagai bukti yang diterima kebenarannyai&ieécapat dibuktikan
sebaliknya tentang hal-hal yang disebutkan dalamypéaan.
Orang yang terkait dengan permintaan Bantuamag&mana
dimaksud dalam Pasal 30 memiliki hak yang sama d&mk dengan
pemberian Pernyataan, atau penyerahan dokumenattbukti lain
dan diperlakukan seolah-olah suatu penyidikan, paran, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan atas diri orangel@t belum
mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempekelaiatan hukum
tetap di Indonesia.

Pasal 34

Orang vyang terkait dengan proses penyidikanpnupgitan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimhalalam Pasal 33
ayat (3) atau Pasal 33 ayat (4), harus menghadap naemberikan
keterangan sendiri atau dengan didampingi advokageyta dapat dihadiri
pejabat perwakilan Negara Peminta.

Penyerahan dokumen dan/atau alat bukti lairda@at dilakukan sendiri
atau diwakilkan kepada kuasanya serta dapat dihaejsbat perwakilan
Negara Peminta.

Bagian Keempat
Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran
Orang di Negara Peminta

Pasal 35
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(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Barkepada Menteri
untuk mengatur kehadiran orang yang berada di keslanke Negara
Peminta tersebut.

(2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalasal P28,
permintaan Bantuan harus juga memuat:

a. uraian bahwa permintaan Bantuan tersebut barkaéngan suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidaegggdilan,
termasuk kehadiran di sidang pengadilan di Neganaiita tersebut;

b. uraian bahwa orang yang diminta kehadirannyaladisanggup
memberikan atau menunjukkan keterangan yang tetkagan suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidaemgadilan di
Negara Peminta tersebut; dan

c. jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hdlageemana
dimaksud dalam Pasal 36.

(3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pgdt (2) telah dipenuhi
dan orang yang diminta kehadirannya, tanpa adaskanan, menyetujui
untuk hadir maka permintaan Bantuan dapat dipenuhi.

(4) Dalam hal pemberian Bantuan dipenuhi sebagandanaksud pada ayat
(3), Menteri dapat:

a. dalam hal orang yang diminta untuk diatur kehadiyanadalah
narapidana, memerintahkan agar narapidana terdideliiarkan dari
lembaga pemasyarakatan dan mengatur perjalananayblegara
Peminta tersebut dengan pengawalan;

b. dalam hal orang yang diminta untuk diatur kehadiyanadalah
tahanan, dapat meminta pejabat yang melakukan aeaahuntuk
mengeluarkan dari tahanan dan mengatur perjalanak@yNegara
Peminta tersebut dengan pengawalan.

Pasal 36

Sebelum menyetujui pemberian Bantuan sebagaimamekdud dalam Pasal 35,
Menteri harus mendapatkan jaminan dari Negara Rantersebut berkaitan
dengan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa orang yang diminta untuk diatur kehadyartidak akan:

1. ditahan, dituntut, atau diadili atas pelanggararhagap hukum
Negara Peminta tersebut yang dituduhkan telah wkkak orang
tersebut sebelum keberangkatannya dari Indonesia,

2. digugat dalam perkara perdata yang dapat diajulgpada orang
tersebut apabila ia berada di Negara Peminta; atau

3. diminta memberikan keterangan atau menunjukkanbaléi lainnya
sehubungan dengan setiap suatu penyidikan, peaantudan
pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Pertensabut selain
dari suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksdarsidang
pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;

kecuali yang bersangkutan telah meninggalkan negsiag atau telah

mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan negarptassebut, tetapi

tetap berada di negara asing tersebut di luar kegermemberikan
keterangan atau menunjukkan alat bukti lainnya lsehgan dengan suatu



- 16 -

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidaeggadilan yang
berkaitan dengan permintaan tersebut.

b. bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh gorgang diminta
kehadirannya tidak dapat digunakan dalam penunttédmadap orang
tersebut atas pelanggaran terhadap hukum NegarantBemersebut,
kecuali pelanggaraan berupa pemberian keterangksun péau sumpah
palsu.

c. bahwa orang yang diminta kehadirannya akan alifgklan ke Indonesia
sesuai dengan pengaturan yang disetujui oleh Mes#segera mungkin
setelah memberikan Keterangan tersebut.

Pasal 37

Dalam hal orang yang diminta kehadirannya adalabpidana atau tahanan di
Indonesia, Menteri meminta Negara Peminta agapigaaa atau tahanan tetap
berada di dalam penahanan selama ia berada di &&gsminta tersebut dan
wajib mengembalikannya ke Indonesia setelah selgsaimemberikan
keterangan.

Pasal 38

Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebaga dimaksud dalam
Pasal 35 tidak akan dikenakan sanksi atau dibekamajiban apa pun, atau
dituntut berdasarkan hukum hanya karena penolakéuk thadir sebagaimana
diminta.

Pasal 39

Narapidana atau tahanan yang berdasarkan persetpgm@mberian Bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikaln dari lembaga
pemasyarakatan atau rumah tahanan, dianggap nteEmjmasa hukuman
penjara atau tahanannya selama berada di dalarhgrearadi Negara Peminta
termasuk selama perjalanan.

Bagian Kelima
Transit

Pasal 40

(1) Negara asing dapat mengajukan permintaan trangédee Menteri untuk
memperoleh izin transit untuk saksi yang berstaelsagai tahanan atau
narapidana.

(2) Pengajuan permintaan transit harus memuat:

a. uraian mengenai rute perjalanan, waktu, ketaratrgnsportasi yang
digunakan, dan lama transit;

b. identitas dan dokumen perjalanan tahanan ataapidana dan
pengawal; dan

c. fasilitas yang diminta.
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Menteri meminta kepada Kapolri atau pejabagrkait untuk

menindaklanjuti atau memberikan fasilitas yang dig&an selama masa

transit.

Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada @)a Kapolri atau

pejabat terkait menindaklanjuti:

a. dengan menempatkan di ruang transit dalam pengawatfabat
negara asing dalam waktu paling lama 12 (dua bglas)dan

b. dalam hal pesawat atau kapal yang mengangkutnyalarenatau
berlabuh di suatu tempat di Indonesia lebih dar{diza belas) jam
maka orang tersebut harus dititipkan sementaraumiah tahanan
Negara terdekat.

Apabila waktu transit telah melebihi dari pertaan, Menteri dapat

memerintahkan agar orang tersebut dipulangkan garaeasing di mana

orang tersebut pertama kali diberangkatkan.

Bagian Keenam
Bantuan untuk Penggeledahan dan
Penyitaaan Barang, Benda, atau
Harta Kekayaan

Pasal 41

Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Barkepada Menteri

untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan saa#ndy benda, atau
harta kekayaan yang berada di Indonesia berdasadiandan/atau

penetapan pengadilan untuk kepentingan penyidikam pemeriksaan di
sidang pengadilan.

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ampisg harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalaed P&s harus

melampirkan juga surat perintah penggeledahan damat sperintah

penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang beawgndi Negara
Peminta.

Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memearkyaratan yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini, Menteri dapehenuskan kepada
Kapolri untuk kepentingan penyidikan atau kepadesaaAgung untuk

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Ndgzranta.

Untuk melaksanakan permintaan Bantuan sebagaimanaksud pada
ayat (3), Kapolri atau Jaksa Agung mengajukan pboman surat izin

penggeledahan dan penyitaan kepada ketua pengadidan setempat.

Pasal 42

Ketua pengadilan negeri setempat dapat mengeluatkan izin penggeledahan
dan penyitaan sehubungan dengan suatu barang etala apabila diyakini
bahwa di dalam atau pada suatu tempat terdapahdyabenda, atau harta
kekayaan yang:
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a. diduga diperoleh atau sebagai hasil dari suatuakingidana menurut
hukum Negara Peminta yang telah atau diduga telaku#an;

telah dipergunakan untuk melakukan atau memperasapkdak pidana;
khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindadéra,;

terkait dengan tindak pidana;

diyakini dapat menjadi barang bukti dalam tindadkapia; atau
dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penantut dan
pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana

~®Po0CT

Pasal 43

Surat izin penggeledahan dan penyitaan sebagaitiaraksud dalam Pasal 42

harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. dugaan tindak pidana yang terkait dengan dikelunamka surat izin;

b. tempat yang dapat digeledah berdasarkan surat izin;

C. uraian mengenai barang, benda atau harta kekaya®ndisetujui untuk
disita;

d. jangka waktu pelaksanaan surat perintah; dan

e. persyaratan dan kondisi lainnya yang berhubungagatebarang, benda,
atau harta kekayaan tersebut.

Pasal 44

(1) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sremdéwenangan
kepada petugas kepolisian atau kejaksaan untuk keaglakan
penggeledahan dan penyitaan.

(2) Tindakan penggeledahan dan penyitaan sebagaimarakslid pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana.

Pasal 45

(1) Petugas kepolisian atau kejaksaan yang melakukayitpen atas setiap
barang, benda, atau harta kekayaan berdasarkanhizaraebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 harus menyerahkan baramgabatau harta
kekayaan tersebut kepada rumah penyimpanan betada siegara untuk
disimpan.

(2) Dalam hal barang, benda, atau harta kekayaan tidplat disimpan di
rumah penyimpanan benda sitaan negara, kepala rypaalimpanan
benda sitaan negara dapat meminta bantuan Kepohegara Republik
Indonesia untuk pengamanan.

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didp&tikan untuk
jangka waktu paling lama sampai dengan adanya gutypengadilan
Negara Peminta yang telah memperoleh kekuatan hutatap atau
pemberitahuan dari negara asing bahwa penyitaasebigr tidak
diperlukan lagi.

(4) Dalam hal ada pihak yang dirugikan atas tindakaryipgan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan atauakualsumnya dapat



- 19 -

mengajukan keberatan atau perlawanan kepada p&ngadigeri yang
mengeluarkan surat izin penyitaan sesuai hukunagudana.

Pasal 46

Menteri menyampaikan kepada Negara Peminta perkegabahasil penyitaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang teldtukiila oleh Kapolri atau
Jaksa Agung.

Pasal 47

Dalam hal Negara Peminta meminta barang, bendts kekayaan, atau bukti
penyitaan atas barang, benda, atau harta kekagesebtit dikirim ke Negara
Peminta untuk kepentingan proses peradilan piddawa,Menteri menganggap
bahwa permintaan tersebut dapat dipenuhi sertajeadean bahwa Negara
Peminta akan mengembalikan barang, benda, atea keldyaan tersebut maka
Menteri mengirimkan barang, benda, atau harta laekaytersebut kepada
Negara Peminta.

Bagian Ketujuh
Bantuan Penyampaian Surat

Pasal 48

(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Barkepada Menteri
untuk melaksanakan penyampaian surat kepada segabrimdonesia.

(2) Menteri dapat menyetujui pemberian Bantuan atamipgan Bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:

a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu prosagidgen,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilblegira Peminta
tersebut;

b. orang yang akan menerima Surat tersebut diyakimadae di
Indonesia; dan

c. dalam hal permintaan Bantuan berkaitan dengan pgpaianSurat
panggilan untuk memberikan keterangan di NegarairRartersebut
maka:

1. permintaan Bantuan harus diajukan sekurang-kurangtty
(empat puluh lima) hari sebelum tanggal kehadinamg@ yang
dipanggil diperlukan; dan

2.  Negara Peminttersebut telah memberi jaminan yang memadai
berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dBksal
36.

(3) Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengatentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menkafaolri untuk
menyampaikan Surat tersebut.

(4) Kapolri harus berusaha agar Surat tersebut dis&anpali
a. sesuai dengan prosedur yang diajukan dalam permningau
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b. sesuai dengan hukum Indonesia apabila:

1. prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a nguda

hukum;

2. tidak sesuai untuk dilaksanakan di Indones&y at

3. Negara Peminta tidak mengajukan prosedur.
Dalam hal Surat tersebut telah disampaikan,okaparus mengirimkan
Surat keterangan tentang penyampaian Surat terdedp#da Menteri
untuk diteruskan kepada Negara Peminta.
Dalam hal Surat sebagaimana dimaksud pada ¢@)attidak dapat
disampaikan, Kapolri harus mengembalikannya dagrtdisalasan kepada
Menteri.

Pasal 49

Sebelum menyetujui pemberian Bantuan atas permisiel@agaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2) huruf ¢, Menteri telah rapatkan jaminan dari Negara
Pemintatersebut bahwa orang yang terkait dengan permirBaatuan tersebut
tidak akan dikenai sanksi, dibebani kewajiban apg ptau dituntut berdasarkan
hukum hanya karena penolakan atau kelalaiannyak unemenuhi panggilan
tersebut.

Pasal 50

Dalam hal permintaan Bantuan sebagaimana dimakalathdPasal 48 ayat (2)
huruf ¢ disetujui, namun orang yang terkait dengammintaan Bantuan tersebut
menolak atau lalai untuk memenuhi panggilan tersetmang tersebut tidak
akan dikenai sanksi, dibebani kewajiban apa puay aituntut berdasarkan

hukum.
Bagian Kedelapan
Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan
PengadilarNegara Peminta
Pasal 51
(1) Negara Peminta@lapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri

(2)

untuk menindaklanjuti putusan berupa:

a. penyitaan dan perampasan harta kekayaan;
b. pengenaan denda; atau

c. pembayaran uang pengganti.

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalasal P28,
permintaan Bantuan harus juga memuat:

a. uraian mengenai harta kekayaan yang dimaksud;

b. lokasi harta kekayaan; dan

c.  bukti-bukti kepemilikan.
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Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memepalsyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapatima Jaksa Agung
untuk menindaklanjuti.

Pasal 52

Berdasarkan permintaan Menteri sebagaimana dima#ialain Pasal 51
ayat (3), Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuh alaksa Agung
mengajukan kepada pengadilan negeri setempat pernaoh izin
penyitaan atas harta kekayaan sebagaimana dimektard Pasal 51.
Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksiaml gzt (1),
pengadilan negeri setempat:

a. meneliti dan memeriksa berkas permohonan besenggirannya;

b. mengeluarkan surat izin penyitaan; dan

c. memerintahkan kepada kejaksaan agar melaksanakgitcae.
Setelah mendapat surat izin penyitaan dari pdife;n negeri, kejaksaan
dapat melakukan penyitaan sesuai dengan ketentamhacara pidana
dan mengumumkan penyitaan sekurang-kurangnya dalgoua) surat
kabar harian nasional.

Bagi pemilik yang keberatan dengan penyitaamgyadilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajpkdawanan
kepada pengadilan negeri setempat dalam jangkauwakitiga) bulan
sejak pemberitahuan penyitaan disampaikan secdrakepada yang
bersangkutan.

Dalam hal terdapat pihak lain yang dirugikaasgbenyitaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan surat r&i=ipe atau
perlawanan kepada pengadilan negeri yang mengaluaskrat izin
penyitaan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diukaum

Apabila tidak terdapat perlawanan dalam jangkaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pengadilanermegapat
mengeluarkan penetapan perampasan berdasarkan hosano dari
kejaksaan.

Pasal 53

Menteri menyampaikan kepada Negara Pemimgarkembangan hasil
perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52efahglilakukan oleh
Jaksa Agung dan merundingkan serta mengatur pdrarerasil rampasan.

(1)

(@)

Pasal 54

Negara Peminta dapat mengajukan perubahanmasn Bantuan berupa
penambahan, pengurangan, atau pembatalan kepadteriMeabelum
pengumuman penyitaan sebagaimana dimaksud dalaah®aasyat (3).
Dalam hal terdapat perubahan permintaan Banbésapa penambahan,
Menteri meminta kepada Jaksa Agung untuk mengajyjermohonan
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kepada pengadilan negeri setempat agar mengelusukanizin penyitaan
dalam bentuk penetapan baru.

(3) Dalam hal terdapat perubahan permintaan Banbgsupa pengurangan,
Menteri meminta kepada Jaksa Agung untuk mengajyjermohonan
kepada pengadilan negeri setempat agar mengelusukahizin penyitaan
dalam bentuk penetapan baru dan membatalkan panetapelumnya.

(4) Dalam hal terdapat pembatalan permintaan Bapntdenteri meminta
kepada Jaksa Agung untuk mengajukan permohonard&gpengadilan
negeri setempat untuk membatalkan surat izin paayityang telah
dikeluarkan dengan mengeluarkan penetapan barurdsminta Negara
Peminta untuk memberikan kompensasi dan/atau déhabisesuai
dengan perjanjian.

(5) Dalam hal perubahan permintaan diterima p=akt proses pemeriksaan
karena ada perlawanan atau keberatan maka Meneminta Jaksa
Agung untuk memohon kepada pengadilan negeri yadgng memeriksa
perkara tersebut untuk mempertimbangkan perubakamimtaan dalam
putusannya melalui pengadilan negeri.

Bagian Kesembilan
Pembiayaan

Pasal 55

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemaninBantuan dibebankan
kepada Negara Pemintang meminta Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh
Negara Peminta dan Negara Diminta.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 56

Pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak mengunaelgksanaan kerja sama
timbal balik dalam masalah pidana yang selamaalaht dilakukan melalui
wadahlinternational Criminal Police Organization-INTERPOL.

Pasal 57

Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakaagah negara asing untuk

mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil @ail harta kekayaan yang

dirampas:

a. di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yaladxukan berdasarkan
putusan perampasan atas permintaan Menteri; atau

b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yangkdkan di Indonesia
berdasarkan putusan perampasan atas permintaaa asgeg.

Pasal 58
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(1) Menteri dapat meminta Negara Peminiatuk merahasiakan adanya
pengajuan permintaan Bantuan, isi permintaan dampselokumen
pendukung lainnya, dan adanya pemberian Bantuas péamintaan
Bantuan tersebut.

(2) Dalam hal permintaan Bantuan tidak dapat disetigih Negara Peminta
tanpa melanggar kerahasiaan maka Menteri dapat taskam apakah
permintaan itu akan tetap diajukan meskipun melanggrahasiaannya.

(3) Menteri harus merahasiakan informasi, Keterangakuen, atau barang
atau alat bukti lainnya yang diberikan atau diskaaholeh negara asing,
kecuali jika informasi, Keterangan, Dokumen, atawabg atau alat bukti
lainnya tersebut diperlukan untuk pemeriksaan parkadak pidana yang
terkait dengan permintaan tersebut.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. semua perjanjian Bantuan yang telah diratifikadiebem berlakunya
Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku;

b. semua permohonan Bantuan yang diajukan baik bekdasgerjanjian
maupun tidak berdasarkan perjanjian, tetap diprasgsanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal dingéan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ypetagngan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran r&legepublik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
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REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMORL8

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negaraumukerdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TdBdb6 mendukung dan menjamin
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yaerntikan keadilan dan kebenaran.
Pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwggusistem hukum nasional yang
dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang uhiban untuk mendukung tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Ptogukm baru tersebut diharapkan
mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaragik par negeri yang bebas
aktif untuk mewujudkan tatanan baru berdasarkanekdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknéémgtama perkembangan
transportasi, komunikasi, dan informasi mengakiatkatu negara dengan negara lain
seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahanateangarang dari satu negara ke negara
lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini rakiigtkan pula perkembangan
kejahatan dan modus operandinya semakin canggihngggh penanggulangannya
diperlukan kerja sama antara negara yang satu dergggra yang lain.

Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mempermymEnanganan proses
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidamgadilan atas suatu masalah pidana
yang timbul baik di Negara Peminta maupun Neganaiima.

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenga lkama antarnegara
dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalatan@ddiperlukan perangkat hukum
yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Ripubtionesia untuk membuat
perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuaa karpa dari negara asing. Perangkat
hukum tersebut berupa undang-undang yang mengelberdpa asas atau prinsip, prosedur
dan persyaratan permintaan bantuan, serta prokamhacaranya.

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam n@msalidana dalam Undang-
Undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hulaaragidana, perjanjian antarnegara
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yang dibuat, dan konvensi dan kebiasaan internalsiorBantuan timbal balik dalam
masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suganjen dan jika belum ada perjanjian
maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan ba

Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang umhgngadakan ekstradisi
atau penyerahan orang, penangkapan atau penahamgendmaksud untuk ekstradisi atau
penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau lgegperkara.

Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengeeanmtaan bantuan timbal
balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Repubtibnesia kepada Negara Diminta
dan sebaliknya yang antara lain menyangkut penggjeamintaaan bantuan, persyaratan
permintaan, bantuan untuk mencari atau mengindeadif orang, bantuan untuk
mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk menglpaykehadiran orang.

Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bitgnteri yang
bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasusiarsebagai pejabat pemegang
otoritas(Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajrmiptaan
bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepadgraeasing maupun penanganan
permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidtamni negara asing.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf |
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Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “Bantuan lain” dalam ketemtuai
termasuk tukar menukar informasi yang berkenaangaten

pembuktian.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hubungan baik” dalam ketentum adalah
hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentiasional dan
berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan k&dadu saling
menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nalsionaupun
hukum internasional yang berlaku.
Pasal 6
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan “tindak pidana politik” dalketentuan ini
adalah tindak pidana terhadap keamanan negaraaseiaang diatur
dalam undang-undang hukum pidana.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tidak dapat dituntut” daketentuan ini adalah
berkaitan dengan perbuatan seseorang yang dijadigaar permintaan
oleh Negara Peminta, namun perbuatan tersebut dittédsifikasikan atau
dikecualikan dari perbuatan pidana.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
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Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Dalam hal tidak melalui saluran diplomatik perlualukan koordinasi
dengan instansi terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran” dalam ketentuanjuga dikenal
sebagafreezing ataurestrain.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penggeledahan” dalam kedaniui juga dikenal
sebagasearch.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “penyitaan” dalam ketentuainjuga dikenal
sebagaseizure.
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Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kapolri, Jaksa Agung, atau ketua pengadilan dapemimta informasi
tambahan dari negara asing melalui Menteri.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam menjalankan tugas, Kapolri atau Jaksa Aguapgidmemerintahkan
pejabat yang ditunjuk di lingkungannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam ketentuan ini pengawalan dilakukan oleh Kie@ol Negara
Republik Indonesia.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyitaan” termasuk pemldokifreezing atau
restrain)
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyitaan” adalah termasgl jpenyitaan atas
bukti kepemilikan atau surat-surat yang berkaitangan barang, benda atau
harta kekayaan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “putusan” adalah putusan pdagayang bersifat
final.
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Pasal 52

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Dalam hal pengadilan negeri menolak keberatan@dawanan pihak yang
dirugikan, pihak yang bersangkutan dapat melakukzaya hukum sesuai
dengan hukum acara yang berlaku.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penetapan baru” adalah g@eaet susulan
terhadap penetapan terdahulu.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penetapan baru” adalah pesretgang mencabut
penetapan terdahulu dan mengeluarkan penetapan baru

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penetapan baru” adalah pmretgang mencabut
penetapan terdahulu.

Ayat (5) Ayat (4) . . .
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Pembagian hasil atas perampasan harta kekayadardiséeam kas negara sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
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Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4607



